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Nomor BUPATI MESU,l|
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tentang
^lAKARAN rKRUBAHAN vN.„, PENDAPATAN DAN BELAN.JA DAERAH«AUUN ANGGARAN 2021

^engan Rahmattuhan yang maha esa
bupati mesu.ii

Menimbang ; Mnva
DaenO n w^laksimnkan ketcntuan pasal 1 1 Pcraturan
*C . ' Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pcrubahan Anggaran
dit 't l?’an dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 202 1 , perlu
to*/* ^'nUuran Bupati tentang Penjabaran Pcrubahan

Bendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran

Mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4933);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan ^embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
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diubiih <l<'njvin Uitdun^ Undnng Nornor 1 1 Lihun 202

(h’mbiwnn Nrgnm Republik Imlmwiin Tnhun 2020 Nomor

245, Tmnbnhnn Lrinbmmi N<gmn Republik Indonesia

Nomor 0573];
7. Undimg Umhng Nomor 23 Tnhun 2014

Pcmri inlnhim Dnenih (Ixinibnnin ^'Born R 0

Indonesia Tnhun 2014 Nomor 244, Tnmbnhnn Izmbaran

Negmn Republik Indonesia Nomor 5587) scbagmmana tcla )

diubah beberapn kali ternkhir dengan Undang-Undang

Nomor II Tnhun 2020 (Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Tnhun 2020 Nomor 245, Tambahan tembaran
Ncgnrn Hepublik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Repubhk
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Sosial dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2005 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor

106, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Nomor 6057);
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14. Pcrnturnn Pemcrintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pclayanan Minimal (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemcrintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pinjuman Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pcngelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang
Rincian Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 266)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun’ 2020tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 655);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan DaerahBe"1* egara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1 /olj;
eraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2020tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021
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tentong Pcnibnhnn Atns Pcraturan Menteri <

Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pcngelolaan Irnns

Daerah clan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam

Rangkn Mcndukung Prnanganan Pandcini Corona irus

Disease 201’» (Covld I’») clan Dampaknya (Bcrita Negara

Republik Indonesia Tnhun 2021 Nomor X2o)>
26. Pcraturan Menteri Hosial Nomor ’• Fahun 20 IK tentang

Standar Teknis Pclayanan Daaar pada Htandar I clayanan

Minimal Bidang Sosial <11 Darrah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun
20 18 Nomor 868);

27. Pcraturan Menteri Pekerjaan Urnum dan Pcrumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis
Standar Pclayanan Minimal Pekerjaan Urnum dan
Pcrumahan Rakyat (Bcrita Negara Republik Indonesia
Tnhun 2018 Nomor 1891);

28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Taliun 2018 tentang Standar Teknis Pclayanan Minimal
Pendidikan (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1687);

29. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Urnum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 158);

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun
2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Nomor
05);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017 Nomor 11);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji

Tahun 2020 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ta un
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten esuj

Tahun 2020 Nomor 7);
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MEMUTUSKAN:

Mcnctnpknn : PERATURAN BUPATI TENTANG PEN.IABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

Pnnnl 1

Palam lYiatuum Duet ah ini yang dimnkuud dengan :

3.
4.

5.

6.

lYmcnntah Pusat adalah Praaiden Rcpublik Indonesia yang rncmcgang
ki kuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Rcpublik Indonesia yang
dibanlu olch Wakil Presiden dan menteri sebagainuma dimaksud dalam
Undang-Undung Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintnh Daerah adalah kepida dacrah scbagai unsur pcnyclenggara
l cmeuntahan Dacrah yang memimpin pclaksanaan Urusan Pemerintahan
\ang menjadi kewenangan Dacrah.
Kcpala Dacrah adalah Bupati Mesuji.
Dewan Penvakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah
embaga penvakilan rakyat Daerah yang berkedudukan scbagai unsur
pcnyclenggara Pemerintahan Dacrah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sclanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadikewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan olch kementeriannegara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,melayam, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan olehPemenntah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnvadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiada'am ^ndan^’^ndanS Dasar Negara Republik

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah
diselenggarakan oleh semua Daerah.

Urusan Pemerintahan yang wajib
9.

10.
11.
12.

13.

14.

Unisan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang waiibdiselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dmuliki Daerahƒ b
enenmaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas DaerahPendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui seba^aipenambah mlai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
D^ah^on^ dUm a?lah dana yang dialoka^kan dalam APBN kepadaDaerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah gunamendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

K.husus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
r v

engan pjuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baikfisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang sclanjutnya disingkat DBH adalah dana yang

bersumber dan pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada
Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
an/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahunanggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menenina seJumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari

kembali111 Sed’n^a Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar

yang ^lanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang
waji i ayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerahapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-n angan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

^nJaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah5 3 Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umumUsZ Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BadanUsaha Mihk Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperolehbunga dan pengembalian pokok pinjaman.
memperoleh

nnmh
Cadanean adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan

dalam daPat dibebankan

sebagai akibat perjanjian atau akiba?!^peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah
disebut

Peraturan B^Me^ “ P«“a adalah

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 setnula sebesarp.900.479.501.607,00 bertambah sebesar Rp.32.566.977.530,00 sehinggamenjadi Rp.933.046.479.137,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah

a. Semula „
b. Berkurang *P’ 841-979.501.607,00
T 1 u n 7 Rp- (5.945.825.155,00)m en apatan Daerah Setelah Perubahan Rp. 836.033.676.452,002. Belanja Daerah
a. Semula Rp 900 479 501 607,00
b. Bertambah Rp 32.566.977.530,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan Rp. 933.046.479.137,00

6

16. Dann Alokasi Umum yang sclanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bcrsumbcr dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pcmerataan kcmampuan keuangan antar-Dacrah untuk mendanai
ce u uian aciah dalam rangka pclaksanaan Dcscntralisasi.

17. Dana Alokasi Khusus yang sclanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bcrsumbcr dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
mcrupatan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
se agai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.
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3. Pembiayaan Daerah
a. Pcnerimaan Pembiayaan

1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Pcnerimaan Pembiayaan
Perubahan

b. Pcngcluaran Pembiayaan
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah Pcngeluaran Pembiayaan
Perubahan
Jumlah Pembiayaan Neto
Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Perubahan

Rp 60.000.000.000,00
Rp 39.412.802^85,00

Solclah Rp. 99.412.802.685,00

Rp. 1.500.000.000,00
Rp, 900.000-000.°-Q

Setelah Rp. 2.400.000.000,00

Setelah Rp. 97.012.802.685,00

Setelah Rp. -

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian

2. Lampiran II
Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,

3. Lampiran III
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah;;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek

6, Lampiran VI
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi danPertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak danGas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan DaerahOrganisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,

7. Lampiran VII

Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja danPembiayaan;
Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut UrusanPemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek

8. Lampiran VIII
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
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Pusal 4
Lampirnn sebagnimnna tersebut dalam Pnsnl 3 mcrupakan bagian yang tidak

Pasnl 5
I < laksanaan pcnjabaran Perubahan APBD yang ditctapkan dalam pcraturan ini

igkan lebih lanjut dalam dokumcn pclaksanaan anggaran satuan kcrja
perangkat daerah sesuui dengan ketentuan pcrundang-undangan.

Pasal 6
turan Bupati Mesuji ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

amsudin

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 04 Oktober 2021PENJABAT SEKRETARIS DAERAHkabupaten mesuji

Ditetapkan di Wiralaga Mulya
Pada tanggal 04 Oktober 2021

BUPATI MESUJI,

SAPLYTH.

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR : 41
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